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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Kemiskinan  
Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit 
umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sabda Nabi ada 
menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Agama Islam 
mengajarkan umatnya untuk hidup saling berbagi dan membantu satu sama lain 
untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. 
Ditegaskan dalam firman allah dalam Q.S Az-Zariyat ayat 19 : 
                
Artinya :“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta, dan orang miskin yang tidak meminta,” 
 
Terjemahan ayat Al-Qur’an diatas mengingatkan manusia bahwa harta 
kekayaan tidak boleh hanya berada dalam golongan orang kaya saja namun 
harus disalurkan ke golongan orang miskin juga, sebab orang yang beriman 
adalah mereka yang menyadari bahwa di dalam harta mereka terdapat hak-hak 
orang lain (Utami dan Lubis, 2013).  
Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan 
karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari 
dengan kekuatan yang ada padanya. Ada lima ketidak beruntungan yang 
melingkari kehidupan orang miskin yaitu:  
a. Kemiskinan (poverty), memiliki tanda-tanda sebagai berikut: rumah reot dan 
dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang     
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sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup 
lubang serta pendapatan yang tidak menentu;  
b. Masalah kerentanan (vulnerability), kerentanan ini dapat dilihat dari 
ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan 
ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap 
ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya 
pengobatan dalam jumlah yang besar;  
c. Masalah ketidakberdayaan (powerlessness). Bentuk ketidakberdayaan 
kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam 
menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang 
menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi 
diri;  
d. Lemahnya ketahanan fisik (physical weakness) karena rendahnya konsumsi 
pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat 
rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka dan, 
e.  Masalah keterisolasian (isolation), keterisolasian fisik tercermin dari 
kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau, sedangkan keterisolasian 
sosial tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan 
masyarakat yang lebih luas (Andriyanto, 2011). 
kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, 
akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Salah satu kejahatan 
terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi 
oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini 
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berimplikasi pada pengabaian pada meraka orang yang kurang beruntung 
(Wulansari dan Setiawan, 2014). 
Kemiskinan adalah masalah universal, Sebagian besar penduduk dunia 
hidup di negara berpenghasilan rendah dan karenanya banyak dari mereka 
menderita hina kemiskinan. Sebuah minoritas dari populasi dunia tinggal di 
negara-negara maju, tetapi ada orang miskin di sana, juga ada. Kemiskinan 
merupakan permasalahan yang dapat dipecahkan dengan pengelolaan zakat 
produktif (Pambudi : 2012). 
2.2Tinjuan Zakat  
2. 2. 1 Pengertian zakat  
Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar, “zaka” yang berarti 
berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan secara terminologi zakat 
berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT 
dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang 
yang berhak. Berdasarkan pengetian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan 
donasi, sumbangan, shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu 
kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga 
kita dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yeng 
jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan yang terkena zakat, 
demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta 
zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi zakat adalah suatu 
yang sangat khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk 
15 
 
alokasi, sumber, besaranmauppun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh 
syariah, (Wasilah, 2014 : 284). 
Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya 
pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan menyucikan jiwa-jiwa orang 
yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari 
hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat. Rasulullah SAW 
bersabda :  
“Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah tidak diterima 
dari penghianatan (pelaksanaan yang tidak sesuai syari’at islam)” (HR. 
Muslim).  
 
Zakat juga dinamakan bersih (thaharah), karena dengan membayar 
zakat harta dari seseorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa 
yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimilik tersebut, adanya 
hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila kita 
menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang laindan 
demikian hukumnya haram, (Zulkifli, 2014 :1). 
Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar 
(menunaikan) zakat. Amil adalah pihak yang diangkat pemerintah atau 
masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan 
menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Dana amil adalah bagian amil atas 
dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan 
bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelola amil. (Menurut PSAK No. 109) 
zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai  dengan  
ketentuan  syariah  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya 
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(mustahiq). Pemberian kewajiban syariah dari muzakki ke mustahiq dapat 
melalui amil ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai  
pesyaratan  nisab,  haul  (baik  yang  periodik  maupun  yang  tidak  periodik), 
tarif zakat  (qadar),  dan  peruntukannya.  Sedangkan  Zakat  Maal  adalah  zakat  
yang  dikenakan  atas  harta  yang  dimiliki  oleh  individu  atau  lembaga  
dengan  syarat  dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum islam, 
(Muthaher, 2012 : 182) 
Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang 
mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak 
menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana 
potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi 
seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial 
dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. 
Masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam 
untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan sikaya 
akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang 
ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seseorang 
(Utami dan Lubis, 2013).  
2. 2. 2 Hukum Zakat 
Hukum zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 
2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang 
wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. El-Madani (2013 
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: 14) Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikan akan mendapatkan 
pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapatkan siksa. 
Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan didalam al-qur’an dan hadist, 
diantaranya ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat diantaranya 
adalah sebagai berikut :  
1) Al-Qur’an 
 
a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 43 : 
              
 
Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.”(Qs. Al-Baqarah : 
43). 
 
b. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat : 103 : 
           
          
 
Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do’akanlah 
mereka karena sesunggunya doamu dapat memberikan 
ketenangan bagi mereka..” . (Qs. At-Taubah ayat : 103). 
 
c. Firman Allah dalam surat Al-Bayyinah : 5 
 
                          
         
 
Artinya : “padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah 
allah dengan memurnikan ketaatan kepada-nya dalam 
(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan demikian itulah 
agama yang lurus”. (Qs. Al-Bayyinah : 5) 
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2) Hadist 
Selain dalam Al-Quran dasar hukum diwajibkan zakat dalam Islam juga 
terdapat dalam Hadist Nabi diantaranya : 
a) Hadist riwayat tabrani dari Ali r.a : 
“sesunggunya allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari 
umat islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro 
diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat 
mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya 
diantara mereka. Ingatlah bahwa allah akan menghisab mereka dengan 
keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.  
b) Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari 
Abudullah bin Umar :  
“islam dibangun atas lima rukun : syahadat tiada Tuhan kecuali Allah 
dan Muhammad SAW utusan Allah, meneggakkan shalat, membayar 
zakat, menunaikan haji dan puasa ramadhan”. 
 
2. 2. 3 Hikmah dan Manfaat Zakat 
El-madani ( 2013 : 17) Adanya banyak hikmah dan manfaat dibalik 
perintah berzakat, diantaranya ialah : 
1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat 
dermawaan, sekaligus menghilangkan pelit dan kikir. 
2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta 
dan kasih sayang sesama muslim.  
3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. 
4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. 
Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan 
baru. 
5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta 
menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap 
orang-orang kaya. 
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6) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat. 
2. 2. 4 Fungsi Zakat 
Menurut Zulkifli (2014 : 5) Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua 
dimensi, yaitu vertikal dan horizotal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai 
ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya. Dalam hubungan 
vertikal (hablum minallah) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam 
hubungan horizontal (hablum minannas). Zakat dianggap juga sebagai ibadah 
kesungguhan dalam harta (maaliyah ijtihadiyyah).  
Berikut penjelasan fungsi zakat : 
1) Fungsi keagamaan ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari 
sifat-sifat tercela yang dibenci agama seperti bakil, pelit dan tidak perduli 
sesama. 
2) Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan yaitu memberikan pertolongan 
diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta 
menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada 
orang memiliki hak atas hartanya. 
3) Fungsi politik yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang 
dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, 
seperti menegakkan syi’ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan 
ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan 
ekonomi. 
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2. 2. 5 Syarat-syarat wajib Zakat 
Wasilah (2013 : 288) Syarat wajib zakat, antara lain : 
1) Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah 
dewasa, berakal sehat atau tidak. 
2) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk 
melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam. 
3) Memiliki satu nisab, dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat 
dan cukup haul. 
Wasilah (2013: 288 -290) Adapun syarat-syarat harta yang diwajib 
zakatkan adalah : 
1) Halal (sesuai dengan tuntunan syariah) sebagaimana tersebut dalam hadist 
berikut : “barang siapa yang  mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu 
dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan 
mendapatkan dosa” (Hr Huzaimah dan Ibnu Hiban dishihkan oleh Imam 
Hakim). 
2) Milik Penuh, artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, 
pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan 
didalamnya tidak hak orang lain. 
3) Berkembang, (harta yang berkembang/harta yang bertambah). 
4) Cukup nisab (jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban 
zakat). Menurut Wasilah (zakat yang diambil dari orang kaya (mampu)   
dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. 
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5) Cukup Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan sipemilik 
sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Hadist Riwayat Ad-
Aruquthini dan baihaqi :“tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai 
berlalu satu tahun. 
6) Bebas dari hutang, dalam menghitung cukup nisab , harta yang akan 
dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena ia dituntut atau 
memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu. 
7) Lebih dari kebutuhan pokok, kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul 
diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan 
sehari-hari. 
Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit 
untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka 
berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup, (Wasilah, 2013). 
2. 2. 6 Jenis-jenis Zakat 
Zulkifli (2014 : 35) Zakat menurut jenisnya pada dasarnya terbagi 
menjadi 2 macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Berikut ini penjelasan 
mengenai keduanya : 
1) Zakat mal (zakat hatra) 
Zakat mal adalah sebagaian dari harta kekayaan seseorang (juga 
badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu 
setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal 
tertentu. Zakat mal (zakat harta benda) telah difardukan Allah SWT sejak 
permulaan islam, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga tidak 
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mengehrankan kalau urusan ini relatif cepat diperhatikan oleh islam. Karena 
urusan tolong menolong adalah bagian yang sangat diperlukan dalam 
kehidupan dan diperlukan oleh segenap lapisan masyarakat. 
Adapun mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati para ulam 
sepakat ada antara lain, yaitu : 
a. Emas dan perak 
b. Binatang ternak 
c. Tanaman dan buah-buahan 
d. Harta perniagaan (tijarah) 
e. Barang tambang dan hasil laut 
f. Profesi 
2) Zakat Fitrah 
Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap 
mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya 
ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dinamakan juga 
shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan zakat firah karena kewajiban 
menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) diakhir ramadhan. 
Zakat fitrah diwajibkan untuk mensucikan diri serta menyempurnakan 
kekuranga-kekurangan saat menjalankan ibadah puasa ramadhan. Zakat ini 
ibarat sujud shawi yang dilakukan bila terdapat kekurangan didalam shalat. 
Waktu pelaksanaan menunaikan zakat fitrah sejak matahari tenggelam pada 
hari akhir bulan ramadhan atau masuknya malam idul fitri. 
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2. 2. 7 Golongan Orang Yang Berhak (Mustahik) Zakat 
Selain setelah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah 
memenuhi ketentuan tertentu seperti yang telah dijelaskan diatas. Allah pun telah 
menetukan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Sebagaimana firman Allah 
dalam Al-qur’an At-Taubah ayat 60, sebagai berikut :   
        
          
         
 
Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, dan orang-orang yang sedang dalamperjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 
 
Lebih jelas, 8 golongan ( asnaf ) dijelaskan sebagai berikut : 
1) Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak 
dalam memenuhi kebutuhannya : sandang, pangan, tempat tinggal, dan 
segala kebutuhan pokok lainnya baik untujk diri sendiri maupun bagi 
mereka yang menjadi tanggungannya. 
2) Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak 
dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya 
tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Seperti : yang diperlukan sepuluh dirham 
tetapi yang ada hanya tujuh atau delapan dirham.   
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3) Amil (pihak yang mengurus zakat)  
4) Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau 
keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat 
mereka atas kaum muslimin atau harapan yang akan ada manfaatnya 
mereka membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. 
5) Riqab (orang yang belum merdeka) 
Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, 
berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. 
6) Gharim (orang yang berhutang) 
Menurut imam malik, syafi’i dan hambali bahwa orang yang 
memiliki utang terbagi kepada dua golongan sebagai berikut : 
a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslatan dirinya sendiri, 
termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, 
hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi 
keluarganya. 
b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat. 
7) Fi Sabilillah (orang yang berjuang dijalan allah) 
8) Ibnu Sabil (orang yang melakukan pejalanan) (wasilah, 2013 :306). 
 
2. 2. 8 Orang Yang Tidak Boleh Meneriama Zakat 
1) orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang 
memcapai satu nisab. 
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2) Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya 
dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh  mengambil zakat. 
3) Orang kafir dibawah perlindungan negara islam kecuali jika diharapkan 
untuk masuk islam. 
4) Bapak ibu atau kakek nenek hingga keatas atau anak-anak hingga kebawah 
atau istri-istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka 
dibawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat 
kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan paman 
dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan, (wasilah, 
2013 : 312). 
2.3 Tinjauan Akuntansi Zakat 
2.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat 
Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, 
peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi Dalam 
pengertian lain, Ritonga (Vol 1. No 1, 2017) Akuntansi zakat merupakan suatu 
proses pengakuan (recognition) kepemilikan dan pengukuran (meansurement) 
nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan 
nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. 
Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, 
pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat 
untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi 
zakat. 
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2.3.2 Perlakuan Akuntansi PSAK No. 109 
Perlakuan akuntansi dalam pemembahasan ini mengacu pada PSAK No. 
109, ruang lingkupannya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan 
zakat dan infaq/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapatk 
izin dari regulator, namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan 
PSAK ini, (wasilah, 2013 : 315) 
PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu : 
1) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria, 
tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat 
yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam 
batas kewajaran, proposional serta sesuai dengan kaidah islam. 
2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 
dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun 
perolehannya. 
3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk 
Aset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan/atau 
prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam 
pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara 
manfaatnya diperuntukan bagi mustahik zakat. Jika digunakannya diakui 
sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. 
4) Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan 
penyaluran Harta Zakat, tugas amil zakat adalah melakukan 
penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil menyalurkan 
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zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap 
selesai pada saat mustahik zakat menerima zakat. Amil harus mengelola 
zakat sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana 
zakat muqayyadah, apabila membutukan biaya tambahan dapat 
dibebankan kepada muzkki. 
2.3.3 Akuntansi Untuk Zakat 
1) penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan 
diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, 
diakaui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika didalam bentuk nonkas 
sebesar nilai wajar aset. 
Jurnal : 
Dr. Kas    xxx 
Dr. Aset Nonkas(nilai wajar) xxx 
  Kr. Penerimaaan Zakat  xxx 
2) Jika muzakki menetukan mustahik yang menerima penyaluran zakat 
melalui amil, maka tidak ada bagian amil zakat yang diterima dan amil 
dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa 
tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana 
amil. 
Jurnal saat mencatat penerimaan fee :  
Dr. Kas     xxx 
Kr. Penerimaan dana amil   xxx 
3) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai : 
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a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian 
amil, 
Jurnal : 
Dr penurunan nilai aset  xxx 
Kr. Aset Nonkas    xxx 
b. Karugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan kelalaian amil. 
Jurnal : 
Dr. Kerugian penurunan nilai-Dana Amil xxx 
Kr. Aset Nonkas    xxx 
4) Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana, 
zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk 
jika disalurkan kepada amil, sebesar : 
a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas; 
Jurnal : 
Dr. Penyaluran Zakat-Dana amil    xxx 
Dr penyaluran Zakat-Mustahik Non Amil xxx 
Kr. Kas      xxx 
b. jumlah tercatat, jikapemberian dilakukan bentuk aset nonkas. 
Jurnal :  
Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil   xxx 
Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Non-Amil  xxx 
  Kr. Aset Nonkas    xxx 
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5) Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya 
operasional dalam menjalankan fungsinya. 
Jurnal : 
Dr. Beban-Dana Fisabilillah   xxx 
  Kr. Kas      xxx 
6) Beban penghimpunan dan penyaluran harus diambil dari porsi amil 
Jurnal : 
Dr. Beban-Dana Amil   xxx 
 Kr. Kas      xxx 
7) Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila 
telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan 
melalui amil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang 
menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas 
penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak 
berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh 
ujrah dari amil sebelumnya. 
Jurnal penyaluran zakat melalui amil lain : 
Dr. Piutang penyaluran zakat   xxx 
   Kr. Kas     xxx 
Jurnal ketika amil lain menyalurkan pada mustahik non-amil 
Dr. Penyaluran Zakat-mustahik   xxx 
  Kr. Kas       xxx 
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Jurnal pembayaran ujrah kepada amil lain : 
Dr. Beban-Dana Amil    xxx 
   Kr. Kas      xxx 
8) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (aset 
kelolaan) misalnya mobil ambulan, rumah sakit diakui sebagai 
a. penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan 
untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. 
Jurnal ketika membeli asset tetap: 
Dr. Aset Tetap   xxx 
  Kr. Kas     xxx 
Jurnal ketika manyalurkan asset tetap tersebut: 
Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik   xxx 
  Kr. Aset Tetap     xxx 
b. penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset 
tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap 
tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang 
dikendalikan amil. 
Jurnal ketika membeli asset tetap: 
Dr. Aset Tetap   xxx 
   Kr. Kas    xxx 
Jurnal penyaluran bertahap: 
Dr. Penyaluran Zakat-Beban Depresiasi xxx 
   Kr. Aset tetap    xxx 
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9) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 
zakat, tetapi tidak terbatas pada : 
a. kebijakan penyaluran zakat seperti, penentuan skala prioritas 
penyaluran zakat dan mustahik non amil; 
b. kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, 
seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; 
c. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 
zakat berupa aset nonkas; 
d. rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing 
mustahik; 
e. penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yng masih 
dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika 
ada, diungkapkan jumlah persentase terhadap seluruh penyaluran 
dana zakat serta alasannya; dan 
f. hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang     
meliputi: 
a) Sifat hubungan istimewa; 
b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan;  
c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total 
penyaluran selama periode. 
d) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai 
kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan 
jumlahnya; 
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e) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 
infak/sedekah, (wasilah, 2013 : 315). 
2.4 Optimalisasi dana zakat 
2.4.1 Lembaga Pengelola Zakat 
Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh 
masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat. Allah SWT telah memerintahkan kepada organisasi Amil 
untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan membagikan harta zakat 
tersebut kepada delapan golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan 
zakat. Sebagaimana perintah Allah SWT di dalam Al-Qur’an sebagai berikut: 
Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat : 103 : 
           
          
Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar 
lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103). 
 
Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan 
tentang Badan Amil Zakat tingkat nasional yang disingkat BASNAZ (Badan 
Amil Zakat Nasional). Bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat 
Nasional ( BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara 
nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat 
mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dalam 
melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai macam fungsi 
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sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang- Undang No 23 tahun 2011 
Pasal 7. 
Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam 
rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota 
dibentuk BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi 
dibentuk oleh menteri atau usul gubernur setelah mendapat pertimbangan 
BAZNAS. Sedangkan BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri /pejabat 
yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan 
BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/walikota tidak mengusulkan 
pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS 
Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi 
dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di 
Provinsi atau Kabupaten/Kota. 
2.4.2 Distribusi Dana zakat 
Dana zakat akan lebih optimal jika dilakukan oleh lembaga pengelola 
zakat, dalam kaitannya yaitu BAZNAS/LAZ. Dana zakat yang telah dihimpun, 
maka selanjutnya dana zakat disalurkan kepada orang yang berhak (Mustahik). 
Dana zakat dapat dapat disalurkan melalui beberapa cara, diantaranya : 
1) Distribusi bersifat Konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada 
Mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
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2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk 
pemberian barang seperti alat-alat sekolah ataupun beasiswa. 
3) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada 
Mustahik dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, 
sapi dan sebagainya. 
4) Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam 
bentuk pemberian modal pedagang untuk pengusaha kecil, (M. Arief 
Mufraini, 2008 : 153). 
Dalam penelitian ini, fokus penelitian distribusi zakat dilakukan dalam 
bentuk distribusi yang bersifat produktif. Kata produktif secara bahasa berasal 
dari bahasa inggris productive yang berarti banyak menghasilkan, memberikan 
banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan 
hasil baik. Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik 
dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya 
adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat 
meningkatkan taraf  ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat 
produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya 
disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif 
adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, 
efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan 
pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat, (Zalikha, 2016). 
Wulansari dan Setiawan (2014),  Dana zakat produktif diwujudkan dalam 
bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat 
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yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan 
bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan 
suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi enonomi dan 
potensi produktivitas mustahik.  
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Adanya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan 
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut ini diantaranya 
yang menjadi sumber referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, 
penelitian tersebut diantaranya adalah : 
Tabel 2.1 
Penelitian terdahulu 
No 
Nama 
Peneliti 
Judul Penelitian 
Metode 
penelitian 
Hasil Penelitian 
1 Nita 
Purnam
asari 
(2016) 
Peranan 
Distribusi Dana 
Zakat Produktif 
Dalam 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Musthik Pada 
Badan Amil 
Zakat Nasional 
Kota Pekanbaru. 
Dengan 
menggunaka
n Metode 
Pendekatan 
kualitatif 
deskriptif. 
Baznas Kota Pekanbaru 
mendidtribusikan Dana Zakat 
Produktifnya Melalui Program “ 
Pekanbaru Makmur”. Program 
Ini Ditunjukkan Untuk Modal 
Usaha Mustahiq. Pendistribusian 
Dana Zakat Ini Digunakan 
Dengan Sistem Hibah, Tujuan 
Pendistribusian Dana Zakat 
Produktif Yaitu Menjadikan 
Mustahiq Mandiri Dalam 
Memenuhi Kebutuhannya Serta 
Diharapkan Mampu Mengubah 
Mustahiq Menjadi Muzakki. 
Pendistribuasian Dana Zakat 
Baznas Kota Secara Kelompok 
Pada Usaha Secara Keseluruhan 
Belum Meningkatkan 
Perekonomian Mustahiq 
Sedangkan Pendistribusian Dana 
Secara Perorangan Sudah Cukup 
Membantu Perekonomian 
Mustahik Menjadi Lebih Baik. 
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2 Hamdi 
(2015) 
Peranan 
BAZNAS 
Kabupaten 
Kampar dalam 
mengumpulkan 
dana zakat 
Dengan 
menggunaka
n Metode 
Kualtatif 
Melaksanakan penyuluhan dan 
sosialisasi zakat pada 
dinas/kantor/Badan/ Instansi 
Sekabupaten Kampar, 
melaksanakan penyuluhan dan 
sosialisasi ZIS melalui media 
elektronik dan cetak dan 
pengurus BAZNAS turun 
langsung keInstansi-Intansi 
untuk mengambil langsung 
zakat, jika Instansi itu tidak bisa 
membayar langsung ke Kantor 
BAZNAS. Sedangkan dalam 
pendistribusiannya Baznas 
Mengirimkan surat kepada 
UPZ/Dinas/Instansi/KUA untuk 
meminta data Mustahiq, setelah 
itu BAZNAS turun Langsung 
untuk Men survey untuk 
meninjau kebutuhan dan 
kelayakan Mustahiq. Analisis 
hukum Islam, terhadap peranan 
Baznas Kabupaten Kampar 
dalam pengumpulan dan 
pendistribusian dana zakat,telah 
menjalankan tugasnya sesuai 
dengan hukum Islam, yaitu telah 
membagikan dana zakat kepada 
para mustahiq. 
3 Khodija
h 
Ishak 
(2012) 
Analisis 
Pendistribusian 
zakat produktif 
dan Peranannya 
terhadap 
ekonomi 
mustahik di Kota 
Dumai. 
Dengan 
menggunaka
n Metode 
pendekatan 
Kualitatif 
Pendistribusian zakat produktif 
dilaksanakan dengan sistem 
pendekatan struktural atau 
kedekatan kebutuhan dasar. 
Pendekatan ini lebih 
mengutamakan pertolongan 
secara kontinu dan langsung 
mengatasi serta memecah sebab-
sebab kemiskinan dan 
kelemahan seorang mustahik. 
Secara mendasar terdapat 6 
(enam) prosedur penditribusian 
zakat untuk usaha produktif. 
Namun Lembaga Badan Amil 
Zakat Kota Dumai masih banyak 
kelemahan di dalam 
prosedurnya sehingga 
berdampak kepada usaha 
produktifitas yang di lakukan 
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mustahik (sipenerima zakat) 
Lembaga Badan Amil Zakat 
Kota Dumai, harus meninjau 
ulang dalam sistem penyaluran 
Dana Usaha tersebut sehingga 
dana yang di terima oleh 
mustahik menjadikan zakat 
sebagai daya dorong 
pertumbuhan ekonomi para 
mustahik dalam kehidupan 
sehari-hari. 
4 Arif  
Maslah 
(2012) 
pengelolaan 
Zakat Secara 
Produktif 
Sebagai upaya 
Pengentasan 
Kemiskinan di 
Dusun Tarukan- 
Bandung 
Dengan 
menggunaka
n Metode 
kualitatif 
dengan 
pendekatan 
sosiologis 
bagi mustahik yang mempunyai 
kemampuan, distribusi zakat 
produktif ini mampu 
meningkatkan perekonomian 
mustahik. Pengelolaan 
pendistribusian zakat oleh 
BAZIS Dusun Tarukan yang 
diwujudkan berupa seekor 
kambing mulai dilaksanakan 
pada tahun 2008. Munculnya 
gagasan tersebut di atas 
dilatarbelakangi oleh dua hal. 
Pertama, karena pemahaman 
makna zakat sebagai pemerataan 
kekayaan atau mengentaskan 
para mustahiq dari kemiskinan. 
Kedua, karena kegelisahan para 
pengurus BAZIS atas kondisi 
para mustahiq yang dalam tiap 
tahunnya tidak ada 
perkembangan dalam 
pemenuhan kebutuhan ekonomi. 
 
5 Abdul 
Kholiq 
(2012) 
Pendayagunaan 
zakat, infak dan 
sedekah untuk  
pemberdayaan 
ekonomi 
masyarakat 
miskin  
di kota semarang 
Dengan 
Menggunaka
n Metode 
pendekatan 
penelitian 
kualitatif 
Model pendayagunaan zakat 
untuk pemberdayaan ekonomi 
masyarakat miskin adalah 
program pemanfaatan dana 
zakat untuk mendorong 
mustahik mampu memiliki 
usaha  
dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan serta evaluasi 
program pengentasan 
kemiskinan di Kota Semarang. 
Hal tersebut merupakan salah 
satu upaya untuk mensinergikan 
pengelolaan zakat dengan 
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program pengentasan 
kemiskinan yang dilakukan oleh 
pemerintah Kota Semarang.  
6 Rina 
Murniat
i dan 
Irfan 
Syauqi 
Beik  
Pengaruh Zakat 
Terhadap Indeks 
Pembangunan 
Manusia dan 
Tingkat 
Kemiskinan 
Mustahik : Studi 
Kasus 
Pendayagunaan 
BAZNAS Kota 
Bogor 
Dengan 
menggunaka
n Metode 
Uji t-
Statistik. 
Pendayagunaan zakat oleh BAZ 
Kota Bogor selama tahun 2009 
sampai dengan tahun 2011 
menunjukkan perkembangan 
yang fluktuatif. Total 
penerimaan zakat sempat 
mengalami penurunan yang 
cukup besar di tahun 2011. 
Sementara total penerimaan dari 
ZIS BAZ dan mitra BAZ 
menunjukkan peningkatan dari 
tahun ke tahun. Untuk 
penyaluran dana zakat 
berdasarkan asnaf, program 
yang menerima dana paling 
besar adalah program 
kemanusiaan, kemudian 
program kesehatan. Distribusi 
zakat kepada mustahik 
menunjukkan terjadinya 
perubahan pada tingkat 
pendapatan mustahik. Dengan 
menggunakan Uji t-Statistik, 
ditemukan bahwa pendapatan 
mustahik sebelum dan setelah 
distribusi zakat berbeda pada 
taraf nyata 5 persen. Dengan 
kata lain, distribusi zakat dapat 
meningkatkan tingkat 
pendapatan mustahik. 
7 Pandap
otan 
Ritonga 
(2017) 
Analisis 
Akuntansi Zakat 
Berdasarkan 
PSAK No. 109  
pada Badan Amil 
zakat Nasional 
(BAZNAS)  
Sumatera Utara 
Dengan 
menggunaka
n Metode  
 pendekatan 
deskriptif 
dan jenis 
data ini 
bersifat 
kualitatif 
Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa BAZNAS 
Sumatera Utara belum 
sepenuhnya menerapkan 
penggunaan PSAK No.109. 
Dalam menyajikan laporan 
keuangan. Karena dalam PSAK 
No. 109, akuntansi zakat 
bertujuan untuk mengatur 
pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan 
transaksi zakat, infaq / sadaqah. 
8 Rosi 
Rosma
wati 
Pengembangan 
potensi dana 
zakat produktif 
Dengan 
Menggunaka
n Metode 
Dalam praktik penerapan 
pengembangan potensi dana 
zakat produktif, peningkatan 
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(2014) melalui lembaga 
amil zakat (LAZ) 
untuk 
meningkatkan 
kesejateraan 
masyarakat. 
Pendekatan 
Yuridis 
Normatif. 
kesejateraan masyarakat 
menurut pasal 2 dan 27 UUPZ, 
dilakukan dengan pembiayaan 
modal usaha bagi fakir miskin 
melalui LAZ dengan 
menerapkan asas-asas syariat 
islam. Selain itu, fungsi dan 
peranan LAZ dalam 
pengembangan potensi dana 
zakat produktif untuk 
meningkatkan kesejateraan 
masyarakat (umat) berdasarkan 
pasal 3 UUPZ telah berfungsi 
memberikan kemandirian 
ekonomi kepada fakir miskin 
dan berperan sebagai sarana 
keagamaan yang meningkatkan 
manfaat dana zakat sesuai 
dengan tujuan pengelolaan 
zakat. Dengan pengembangan 
potensi dana zakat produktif 
melalui bimbingan 
danpenyuluhan bagi mitra 
pembiayaan modal usaha 
individu yang lebih inisiatif 
diharapkan dapat 
meningkatkankualitas dan daya 
saing mitra. Selain itu, 
kekurangan dana untuk 
memenuhi biaya operasional 
dapat diatasi dengan 
mengotimalkan fungsi dari 
lembaga bisnis yang ada dan 
segera diterbitkan peraturan 
pemerintah yang melegalkan 
bahwa kekurangan biaya 
operasional LAZ dapat diambil 
dari dana zakat serta sumber 
pembiayaan lainnya. 
9  Irsyad 
Andriya
nto 
(2011) 
Strategi 
Pengelolaan 
Zakat dalam 
Pengentasan 
Kemiskinan 
Dengan 
Menggunaka
n Metode 
analisis 
deskriptif. 
Model pengelolah dan 
pendistribusian ZIS yang 
amanah, transparan, dan 
profesional telah dilakukan oleh 
Rumah Zakat Indonesia (RZI), 
sehingga RZI 
merupakan salah satu badan 
pengelola ZIS yang 
mendapatkan kepercayaan 
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masyarakat. Melalui 
pengembangan program ICD 
yang terintegrasi, maka 
pendistribusian ZIS dapat 
memberdayakan masyarakat 
miskin. Untuk mengontrol 
program-program 
pemberdayaan, RZI telah 
menetapkan SOP dalam 
rangka mengontrol program-
program pemberdayaan zakat 
yang transparan dan akuntabel. 
10 Sabrina 
Shahna
z (2016) 
penerapan psak 
no. 109 tentang 
pelaporan 
keuangan 
akuntansi zakat, 
infaq/sedekah 
pada 
baznas provinsi 
sulawesi utara 
Dengan 
Menggunaka
n Metode 
Deksriptif 
Kualitatif 
BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Utara belum menerapkan 
penyusunan laporan keuangan 
sesuai dengan format laporan 
akuntansi keuangan zakat, 
infak/sedekah yang terdapat 
dalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan No.109, 
karena untuk penyusunannya 
BAZNAS. Provinsi Sulawesi 
Utara hanya mengacu sesuai 
arahan dan kebutuhan dari badan 
amil tersebut yang bentuknya 
masih berupa laporan 
penerimaan dan penyaluran 
zakat. Untuk semua dana kas 
yang masuk pada BAZNAS 
Prov. SULUT belum dipisahkan 
berdasarkan golongan dana 
zakat, dana infaq/sedekah, dan 
amil, dan dana non halal. 
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